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PUTUSAN
Nomor 537/Pdt.G/2023/MS.Tkn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Syar’iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
putusan perkara Cerai Gugat antara:
Xxxxxxxxxx, NIK. 1104044510860002 tempat/ Tgl. Lahir Arul Gele,
05/10/1986, Umur + 37 tahun, agama Islam, Pendidikan
SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat
tinggal di Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara,
Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email:
rahmatakengon331@gmail.com, selanjutnya  disebut
sebagai Penggugat;
melawan
Xxxxxxxxxx , NIK. 1104090102760001 tempat tanggal lahir Arul Latong,
01/02/1976, umur = 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan
SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat
tinggal di Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara,
Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Tergugat;
Mahkamah Syar’iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal, 13 November 2023
telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah
Syar’iyah Takengon, dengan Nomor 537/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 14
November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh
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Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 175/17/X/2022,
tertanggal 24 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengabh;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat
berstatus duda;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di Kampung Arul Gele, Kecamatan
Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisabh;

4, Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun

selama 4 bulan, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan
dalam membina rumah tangga;

7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan
oleh:

a. Dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada
Penggugat;

b. Dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan
kepada Penggugat;

c. Dikarenakan Tergugat sering melakukan pengancaman kepada
Penggugat yang membuat Penggugat merasa takut dan tidak
nyaman dengan Penggugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada tanggal 13 juni 2023 yang disebabkan oleh karena Tergugat
menyuruh Penggugat membeli rokok untuk Tergugat namun Penggugat
tidak mau karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang kepada
Penggugat sejak bulan April 2023, melihat sikap Penggugat yang tidak
menuruti keinginan Tergugat, Tergugat marah-marah dan mengancam
akan membunuh Penggugat kemudian Penggugat memutuskan untuk
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pergi karena merasa takut dengan Tergugat karena sebelum nya
Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sejak
saat itu Penggugat dan Tergugat sudah resmi pisah kediaman bersama
sampai dengan sekarang;

9. Bahwa permasalahan antara  Penggugat dan Tergugat sudah pernah
diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung
namun tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan
juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk
membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak
mungkin dapat diharapkan lagi;

11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin
dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka
salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik
di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan
Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon
kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim
yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar
keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Xxxxxxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan
ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan
dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 175/17/X/2022, tertanggal 24 Oktober

2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Silih Nara, Kabupaten

Aceh Tengah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh

Ketua Maijelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-
dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi | xxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan
Tani, tempat kediaman di Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara,
Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Saksi telah memberikan keterangan
di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak
Kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
sah pada tanggal 24 Oktober 2022;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung
Arul Gele, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan
berpisah;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah antara Penggugat dengan
Tergugat hanya hidup rukun selama 4 bulan, kemudian setelah itu terus
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak
ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;

- Bahwa saksi Pernah Melihat dan Mendengar Lansung Perselisihan dan
Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi mendengar keterangan
dari Penggugat disaat mendamaikan mereka yang disebabkan karena
Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering
berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat sering
melakukan pengancaman kepada Penggugat yang membuat Penggugat
merasa takut dan tidak nyaman dengan Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada tanggal 13 juni 2023 yang disebabkan oleh karena Tergugat
menyuruh Penggugat membeli rokok untuk Tergugat namun Penggugat
tidak mau karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang kepada
Penggugat sejak bulan April 2023, melihat sikap Penggugat yang tidak
menuruti keinginan Tergugat, Tergugat marah-marah dan mengancam akan
membunuh Penggugat kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi
karena merasa takut dengan Tergugat karena sebelum nya Tergugat pernah
melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sejak saat itu Penggugat
dan Tergugat sudah resmi pisah kediaman bersama sampai dengan
sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga dan
aparat kampung namun tidak berhasil damai;

- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun
dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai
dengan Tergugat;
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Saksi Il xxxxxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan
Tani, tempat kediaman di Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara,
Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah
Kandung Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
sah pada tanggal 24 Oktober 2022;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung
Arul Gele, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan
berpisah;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah antara Penggugat dengan
Tergugat hanya hidup rukun selama 4 bulan, kemudian setelah itu terus
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak
ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;

- Bahwa saksi Pernah Melihat dan Mendengar Lansung Perselisihan dan
Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi mendengar keterangan
dari Penggugat disaat mendamaikan mereka yang disebabkan karena
Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering
berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat sering
melakukan pengancaman kepada Penggugat yang membuat Penggugat
merasa takut dan tidak nyaman dengan Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada tanggal 13 juni 2023 yang disebabkan oleh karena Tergugat
menyuruh Penggugat membeli rokok untuk Tergugat namun Penggugat
tidak mau karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang kepada
Penggugat sejak bulan April 2023, melihat sikap Penggugat yang tidak
menuruti keinginan Tergugat, Tergugat marah-marah dan mengancam akan
membunuh Penggugat kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi
karena merasa takut dengan Tergugat karena sebelum nya Tergugat pernah
melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sejak saat itu Penggugat

Halaman 6 dari 12 Halaman Perkara Nomor 537/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah resmi pisah kediaman bersama sampai dengan
sekarang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga dan
aparat kampung namun tidak berhasil damai;

- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun
dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak lagi
menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang
perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang — undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah
dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar’iyah Berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai gugat maka dasar
pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat
gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar’iyah
Takengon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar’iyah Takengon;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
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bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan
tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka putusan atas
perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk
mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil dan oleh
karena Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan
gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan
talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena
dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan yang disebabkan sebagaimana dijabarkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg ayat 1 yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P dan seterusnya serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah dinazegelend,
serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dalam hal
persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat
dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam
perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai
dengan Pasal 285 RBg juncto 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi | dan saksi Il, sudah dewasa, sudah disumpah
dan memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal
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sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | dan Il Penggugat mengenai pokok
dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar secara langsung ditambah
dengan cerita Penggugat disaat didamaikan serta relevan dengan dalil gugatan
Penggugat oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat
bukti dan keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan
yang lainnya, oleh karena itu telah memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti
tertulis maupun saksi-saksi maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup
pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang
terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat
telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sabh;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

3. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam
rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh
Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering
berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat sering
melakukan pengancaman kepada Penggugat yang membuat Penggugat
merasa takut dan tidak nyaman dengan Penggugat;

4, Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas,
Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta
hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan
perselisihan dan antara Penggugat dan Terggat telah berpisah tempat
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tinggal selama 5 bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan
perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri
telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian
dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan
untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah
pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma
hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk
menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas
Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi
unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - undang 1974 juncto Pasal 19 Huruf f peraturan
pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai
pendapat Hakim yang berbunyi:

il sl dde (gl lea g A g Sl Axd ) pae LIV 1Y

Artinya :"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka
Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat telah sejalan dengan
bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan

dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119
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ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada
petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak
pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain
selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka
dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, Tergugat patut
dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Xxxxxxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXXX);
4, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Sejumlah Rp420.000,-(empat

ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami
Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan
dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim
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Muhammad Arif, S.H
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran
Proses
Panggilan
PNBP Panggilan Penggugat
PNBP Panggilan Tergugat
Redaksi
7. Materai
Jumlah
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